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Kepada Yth. 

Pimpinan Perusahaan 

PT. GRAFFINDO MULTI SEJAHTERA 

Di 

Tempat 

 

Dengan hormat, 

 
Memperhatikan   Perpres  Nomor  70  Tahun   2012  tentang  Pengadaan   Barang/Jasa   Pemerintah   

serta menindaklanjuti proses pengadaan untuk Paket Konsultan Supervisi Pembangunan Kapal 

Barang 32 GT dan Kapal Penumpang dengan Kapasitas 20 Orang, maka bersama ini kami 

Kelompok Kerja Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultansi – 4 (Pokja-4), Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengundang Saudara/i sebagai kuasa dari perusahaan calon 

penyedia jasa untuk hadir dalam Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya, yang akan dilaksanakan 

pada : 

 
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Februari 2018 

Tempat : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Jl. Abdul Muis No.7,Lantai 5, Jakarta Pusat 

Waktu : Pukul 11.00 - 15.00 WIB 

Agenda : Klarifikasi dan Negosiasi  Penawaran Teknis dan Biaya 

 
Sehubungan pentingnya acara ini, diharapkan Saudara/i membawa: 

1. Kelengkapan dokumen perusahaan ”Asli” yang dimiliki, dan Cap Stempel Perusahaan  

2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) BOQ pada dokumen pengadaan yang sudah di 

tandatangi oleh pimpinan perusahaan dan cap stempel perusahaan. 

3. Tim teknis dimohon mempersiapkan bahan presentasi terkait metodelogi pelaksanaan 

pekerjaan  

4. serta di mohon hadir tepat pada waktu yang telah di tetapkan. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama nya diucapkan terima kasih. 
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